SALINAN

BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Menimbang

Mengingat :

1.

PUSAT KESEHATAN HEWAN

PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Hewan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kabupaten Kuantan Singingi;

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah

dirubah dengan undang-Undang Nomor 34 Tahun




2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18
Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);



10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang
Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3509);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2011 tentang
Sumber Daya Genetik Hewan dan pembibitan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5260);

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5356);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5543);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 187,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 64/ Permentan/
OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat
Kesehatan Hewan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan :

12

13.

14.

15.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 690/Kpts/TN.510/10/1993 dan
Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan;
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan
Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi (Berita
Daerah Kabupaten Kuantan singingi Tahun 2022

Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS
PERKEBUNAN  DAN PETERNAKAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.



10.

11.

12.

13.

14.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.

Sekretaris Daerah  adalah  Sekretaris Daerah  Kabupaten
Kuantan Singingi.

Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Pekebunan
dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Kuantan Singingi.

Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya dapat disingkat UPTD
adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi.
Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Hewan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Kuantan Singingi.

Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat PUSKESWAN
adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan
di bidang kesehatan.

Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan,
Produk Hewan dan Penyakit Hewan.

Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian
dari hidupnya berada di darat,air, dan/atau wudara, baik
yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.

Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan
perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan
lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan,
Kesejahteraan Hewan dan peningkatan akses pasar untuk
mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal

hewan.



15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang
kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam
melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang
berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara
langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Perangkat
Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah.

Fungsi adalah jabatan/peranan dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah.
Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

Pelaksana adalah unsur staf yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara
yang membantu pelaksanaan tugas pada jabatan struktural atau
Fungsional.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara
dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Aparatur Sipil
Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai
dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan
fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan

Singingi.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis

Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Perkebunan dan
Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Klasifikasi A.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. Unit Puskeswan Lubuk jambi;

Unit Puskeswan Pangean;

Unit Puskeswan Cerenti;

Unit Puskeswan Sukaraja;

Unit Puskeswan Muara Lembu; dan

"o a0 o

Unit Puskeswan Simpang Raya.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Kuantan Singingi.

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

Struktur Organisasi UPTD terdiri dari:

a. Kepala UPTD;

b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Eselonering untuk masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a; dan

b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural
Eselon IV.b.

Bagan susunan organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala UPTD
Pasal 5

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan,
mengoordinasikan, melaksanakan, membina, mengawasi dan
mengendalikan serta mengevaluasi dan pelaporan kegiatan teknis
operasional Pelayanan Kesehatan Hewan dan reproduksi, kesehatan

masyarakat veteriner, pembibitan dan hijauan makan ternak.



(2)

(1)

(2)

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan teknis operasional Pelayanan Kesehatan
Hewan dan reproduksi, kesehatan masyarakat veteriner, pembibitan
dan hijauan makan ternak;

b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD;

c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan kerja sama
terkait pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat
veteriner, pembibitan dan hijauan makan ternak;

d. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;

e. pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan Pusat Kesehatan

Hewan;

f. pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan hewan;

g. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan serta pengawasan
terhadap sarana dan prasarana pusat kesehatan hewan sesuai
Standar Operasional Prosedur;

h. pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan
kesehatan hewan; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha
Pasal 6

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala

UPTD dalam melaksanakan penyediaan data, pengoordinasian,

pembinaan, pengawasan dan = pengendalian serta evaluasi

ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan

rumah tangga, program dan keuangan.

Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketatausahaan;

b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Subbagian Tata Usaha;

c. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi,
perjalanan dinas, kehumasan, dokumentasi dan pelaporan;

d. pengelolaan urusan rumah tangga, sarana dan prasarana;

e. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian,;

f. pelaksanaan urusan administrasi keuangan yang meliputi

perhitungan, pembukuan dan pelaporan keuangan;



g. pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian
Tata Usaha; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

BAB YV
TATA KERJA
Pasal 7

(1) Untuk pelaksanaan teknis operasional tugas dan fungsi UPTD
dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas dalam Subbagian
Tata Usaha dan masing-masing Jabatan Fungsional yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala UPTD.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata
Usaha dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja maupun antar unit
kerja UPTD serta Dinas/Badan, Kecamatan, Desa/Kelurahan, BUMN,
BUMD, Pihak swasta dan Instansi Vertikal lainnya yang secara
fungsional mempunyai tugas saling berkaitan.

(3) Dalam kedudukan fungsional, Kepala UPTD, Kasubbag Tata Usaha,
penanggung jawab masing-masing unit kerja dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib membangun hubungan kerja yang konstruktif dalam
membangun sinergi tugas dan fungsi masing-masing baik dalam

internal maupun eksternal UPTD.

Pasal 8

(1) Apabila Kepala UPTD berhalangan dalam melaksanakan tugasnya,
maka dapat diwakili oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

(2) Apabila Kepala Subbagian Tata Usaha berhalangan dalam
melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh pejabat fungsional

dalam UPTD dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 9

Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan penanggung jawab
masing-masing unit kerja bertanggung jawab dalam memimpin dan
membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 10

Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan penanggung jawab
masing-masing unit mengawasi bawahannya masing-masing dan bila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 11

Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan penanggung jawab
masing-masing unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 12

Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan penanggung jawab
masing-masing unit kerja dalam UPTD wajib mengadakan rapat secara
berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 13

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan
kepada Kepala Dinas dan tembusan laporan disampaikan kepada
Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional

mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas teknis UPTD di bidang Kesehatan Hewan dan Reproduksi dan tugas
lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(5) Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud,
maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki
kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan
bidangnya dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
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BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 16

Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan
Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi serta sumber lain yang sah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 28 November 2022

P1t. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY
Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 28 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
ttd.
H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022 NOMOR 63

linan sesuai dengan aslinya
PALA BAGIAN HUKUM,

9 ‘ NAZIF, SH., MH
P 19680226 199503 1 003

11



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 63 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2022

BAGAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA
DINAS PEKEBUNAN DAN PETERNAKAN

KEPALA UPTD

KEPALA SUBBAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Jinan sesuai dengan aslinya
PALA BAGIAN HUKUM,

' { NAZIF, SH., MH
P. 19680226 199503 1 003
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